SALINAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN WAKAF UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

Menimbang : a. bahwa wakaf merupakan instrumen filantropi syariah
untuk kebaikan umat dan kesejahteraan sosial dan salah
satunya adalah dunia pendidikan;

b. bahwa Universitas Negeri Padang telah ditetapkan sebagai
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dan mempunyai
otonomi dalam pengelolaanya sebagaimana yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan.

c. bahwa PTNBH UNP perlu membuat sarana bagi
stakeholder untuk berperan aktif dalam mengembangkan
instrumen filantropi syariah di lingkungan Universitas
Negeri Padang melalui instrumen wakaf.

d. bahwa agar pengelolaan wakaf di lingkungan Universitas
Negeri Padang dapat terlaksana dengan tertib, transparan,
akuntabel diperlukan payung hukum yang mengatur.

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b, ¢ dan d, perlu membentuk Peraturan
Rektor tentang Pengelolaan Wakaf Universitas Negeri
Padang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun
2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5336);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 42

Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4668), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26

Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015
tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan
Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
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Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri
Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6737);

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
129);

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73
Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak
Bergerak dan Benda Bergerak selain Uang. (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1047);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf. (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 319);
Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008
tentang Prosedur Penyesuaian Rekomendasi Terhadap
Permohonan Penukaran/Perubahan Status Benda Wakaf ;
Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008
tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penggantian Nazhir
Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah ;
Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 240);
Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta
Benda Wakaf (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 354);

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 03 Tahun 2012
tentang Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1085);
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16. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta
Benda Wakaf (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 825);

17. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang
Nomor 101/UN35.MWA/HK/2022 tentang Kebijakan
Umum Non Akademik Universitas Negeri Padang Periode
Tahun 2021-2026;

18. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang
Nomor 037/UN35.MWA/HK/2022 tentang Tata Cara
Investasi, Kegiatan Usaha dan Pengawasannya;

19. Peraturan Rektor Universitas Negeri padang Nomor 20
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Universitas Negeri
Padang;

20. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 10
Tahun 2024 tentang Pengelolaan Kerja Sama Universitas
Negeri Padang.

21. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 12
Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur
Dibawah Rektor Universitas Negeri Padang;

22. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 7
Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan
Universitas Negeri Padang.

23. Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) 112
Akuntasi Wakaf.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TENTANG PENGELOLAAN WAKAF DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disebut UNP
adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

2. Rektor adalah pemimpin UNP yang menyelenggarakan dan
mengelola UNP.

3. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan
dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya
untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu
tertentu sesuai dengan syariah, untuk keperluan ibadah
dan/atau kesejahteraan umum.

4. Wakaf Uang perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan
dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk
dimanfaatkan selamaya atau untuk jangka waktu tertentu
sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah
dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

5. Wakaf melalui uang merupakan wakaf barang dengan cara
wakif (pewakaf) menyerahkan uang kepada mnazhir
(pengelola wakaf) wuntuk dibelikan barang yang
dikehendaki oleh wakif (pewakaf) atau sebagai kontribusi
pada program proyek wakaf baik sosial maupun produktif
yang ditawarkan oleh nazhir.

6. Wakaf Benda Tidak Bergerak adalah wakaf berupa tanah,
tanaman, bangunan, rumah kos, dan/atau aset tetap
lainnya yang memiliki nilai manfaat jangka panjang.

7. Wakaf Benda Bergerak adalah wakaf berupa kendaraan,
logam mulia, surat berharga, hak kekayaan intelektual,
hak sewa, hewan ternak atau benda bergerak lainnya.

8. Hak cipta adalah hak ekslusif yang diberikan kepada
pencipta atas karya orisinal nya setelah di wujudkan
dalam bentuk nyata seperti buku, musik, film, program

komputer, dan seni.
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Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara
kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk
jangka waktu tertentu.

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda
miliknya.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf
dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai
dengan peruntukannya.

Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki
daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta
mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang
diwakafkan oleh Wakif.

Mauquf Alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk
memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf
dan/atau sesuai pernyataan kehendak Wakif yang
dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.

Ikrar Wakaf adalah: pernyataan kehendak wakif yang
diucapkan baik secara secara lisan dan/atau tulisan
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan
2 (dua) orang saksi kepada Nazhir untuk mewakafkan
harta benda miliknya, serta dituangkan dalam akta ikrar
wakaf,

Wakaf Uang Beasiswa adalah bentuk wakaf uang berupa
program bantuan keuangan dan/atau bantuan biaya
pendidikan di UNP yang diberikan kepada mahasiswa/wi
UNP sesuai dengan Kriteria yang telah ditentukan
berdasarkan prinsip syariah.

Wakaf Uang Tridharma adalah bentuk wakaf uang yang
dananya dikelola secara produktif untuk mendukung tiga
pilar utama pendidikan tinggi yaitu pendidikan
pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
Mahasiswa adalah mahasiswa aktif UNP pada jenjang
pendidikan tinggi di UNP.
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18. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tiga kewajiban yang
diemban oleh perguruan tinggi, untuk menyelenggarakan
pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.

19. Unit Pengelola Wakéf Universitas Negeri Padang yang
selajutnya disingkat UPW UNP adalah organ yang berada
dibawah Rektor bertugas untuk mengelola harta wakaf
secara profesional, mulai dari pengadministrasian,
pengembangan aset secara produktif, pengawasan, hingga
pelaporan kepada pihak terkait sebagaimana yang diatur

oleh peraturan perundang-unadangan yang berlaku.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN TUGAS
DAN FUNGSI

Pasal 2
Dengan Peraturan Rektor ini dibentuk Unit Pelayanan Wakaf
Universitas Negeri Padang (UPW-UNP) yang merupakan bentuk
dari otonomi yang dimiliki UNP sebagai PTNBH.

Pasal 3
Struktur dan pengurus UPW UNP diatur lebih lanjut melalui

Surat Keputusan Rektor.

Pasal 4
UPW UNP mempunyai tugas untuk menghimpun dan/atau
menerima, mengadministrasikan, mengelola wakaf
serta mengembangkan harta wakaf secara produktif untuk
manfaat pendidikan seperti beasiswa, infrastruktur, dan
kegiatan tridharma perguruan tinggi lainnya serta melakukan
pelaporan kepada Rektor UNP dan Lembaga terkait.
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Pasal 5
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Pasal 4, UPW UNP menyelenggarakan fungsi:
a. menghimpun dan menerima wakaf.
b. administrasi wakaf.
c. pengelolaan wakaf.
d. penyaluran manfaat wakaf.
e. pelaporan dan pengawasan.
(2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPW
UNP menyusun dan merapkan aturan mengenai:
a. edukasi dan literasi wakaf.
b. promosi dan sosialisasi wakaf.
c. kerjasama dan kolaborasi eksternal.
d. mediator guna penyelesaian sengketa wakaf non

litigasi.

BAB III
MEKANISME WAKAF

Pasal 6
(1) Jenis wakaf yang dapat dikelola oleh UPW UNP meliputi:

a. wakaf uang (tunai) yaitu merupakan wakaf dalam
bentuk uang yang pokoknya dilestarikan dan hasilnya
dimanfaatkan secara produktif.

b. wakaf melalui uang merupakan wakaf barang dengan
cara wakif (pewakaf) menyerahkan uang kepada nazhir
(pengelola wakaf) untuk dibelikan barang yang
dikehendaki oleh wakif (pewakaf) atau sebagai
kontribusi pada program proyek wakaf baik sosial
maupun produktif yang ditawarkan oleh nazhir.

c. wakaf benda tidak bergerak yaitu wakaf dalam bentuk
seperti tanah, bangunan, atau properti lain yang dapat
digunakan untuk infrastruktur pendidikan.
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d. wakaf benda bergerak selain uang yaitu wakaf dalam
bentuk seperti kendaraan, peralatan laboratorium
atau aset produktif lainnya.

(2) UPW UNP selain mengelola jenis wakaf sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d juga mengelola jenis wakaf
berupa:

a. wakaf hak yaitu wakaf dalam bentuk seperti hak atas
kekayaan intelektual (HKI) berupa hak cipta atau
paten.

b. hak sewa yaitu hak sewa yang dapat menghasilkan
manfaat berkelanjutan.

(3) Semua jenis wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) wajib memenuhi syarat sah wakaf sesuai
prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

(4) Semua jenis wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) tidak boleh dialihkan kecuali untuk
kepentingan umum (ruislag) yang mendapat izin tertulis
dari Menteri Agama dan sebelumnya telah memperoleh

persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 7
(1) Prosedur penghimpunan dan penerimaan wakaf
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. penyampaian niat wakif kepada UPW UNP.

b. verifikasi dan konsultasi oleh UPW UNP mengenai jenis
dan manfaat wakaf.

c. ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikhrar
Wakaf (PPAIW) atau notaris yang ditunjuk,
menghasilkan Akta Ikhrar Wakaf (AIW).

d. pendaftaran AIW ke Badan Wakaf Indonesia (BWI)
dan/atau Instansi lain yang terkait/berwenang sesuai
peraturan perundang-undangan.

e. penerbitan Sertifikat Wakaf dan Pencatatan Internal

Universitas.
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(2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) UPW UNP dapat memanfaatkan platform digital untuk

pengumpulan wakaf uang secara online.

Pasal 8
(1) Pengelolaan Wakaf oleh UPW UNP dilakukan secara
produktif dengan prinsip:

a. pelestarian aset pokok wakaf;

b. investasi sesuai prinsip syariah; dan

c. pemanfaatan hasil investasi untuk mendukung
Pendidikan Tinggi di UNP.

(2) Pengelolaan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup:

a. investasi produktif aset wakaf di instrumen aman dan
menguntungkan seperti sukuk negara, usaha syariah
atau dana abadi universitas.

b. pemeliharaan dan pengawasan aset untuk mencegah
kerusakan atau alih fungsi.

c. alokasi hasil wakaf dengan skala prioritas.
Pengelolaan wakaf UNP wajib di koordinasikan dengan
BWI untuk bimbingan dan audit eksternal, serta
dilaporkan secara berkala kepada Rektor.

BAB IV
PEMANFAATAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 9
(1) Pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf UNP dilakukan
dengan prioritas sebagai berikut:
a. bantuan biaya pendidikan.
b. pengembangan infrastruktur pendidikan.
c. dukungan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi

lainnya.
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(2) Prioritas pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf UNP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan
berdasarkan evaluasi tahunan oleh UPW UNP dengan
memperoleh persetujuan Rektor.

(3) Pemanfaatan hasil wakaf wajib dilakukan secara abadi,
transparan, dan tidak boleh mengurangi aset pokok
wakaf.

(4) Pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf UNP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan
dengan berkoordinasi dengan BWI untuk memastikan
kesesuaian dengan prinsip syariah dan kepatuhan kepada

ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Pembiayaan pemanfaatan wakaf bersumber dari hasil
investasi aset wakaf yang produktif, dengan prinsip
transparansi dan akuntabilitas.

(2) Dalam hal terjadi kekurangan dana prioritas pembiayaan
dapat di relokasi sementara dengan persetujuan Rektor,
asal tidak menganggu pelestarian aset pokok wakaf.

(3) UPW-UNP wajib melakukan audit tahunan atas
pembiayaan wakaf oleh auditor independen serta
menyusun laporan keuangan yang mencakup rincian
alokasi, penerima manfaat, dan dampak terhadap
pendidikan tinggi.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
disampaikan kepada Rektor, dan dipublikasikan secara
terbuka melalui platform universitas untuk memastikan

pengawasan.
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BAB V
PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 11

(1) Pengawasan pengelolaan wakaf di UNP dilakukan oleh:

a. pihak eksternal melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Kementerian Agama (Kemenag), dan Komite Nasional
Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

b. internal dilaksanakan secara melalui Dewan Pengawas
Wakaf sebagai organ dan unsur di bawah Rektor dan
Komite Audit sebagai organ di bawah Majelis Wali
Amanat (MWA).

(2) Pengawasan yang dilakukan oleh pihak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

a. pemantauan pelestarian aset pokok;

b. produktivitas investasi; dan

c. pemanfaatan hasil wakaf.

(3) UPW-UNP memberikan akses penuh kepada pihak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna melaksanakan
tugasnya.

(4) UPW-UNP berkewajiban untuk melaksanakan
rekomendasi perbaikan yang diberikan pihak pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam batas waktu

sebagaimana telah ditentukan.

Pasal 12
(1) Pelanggaran terhadap Peraturan Rektor ini, termasuk
penyalahgunaan aset wakaf, kelalaian pengelolaan, atau
ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah dikenai sanksi
sebagai berikut:

a. sanksi administratif ringan: seperti peringatan tertulis
dan/atau teguran oleh Rektor untuk pelanggaran
minor seperti keterlambatan pelaporan.

b. sanksi administratif sedang: seperti pemberhentian
sementara dari jabatan di unit Nazhir wakaf dan/atau
UPW-UNP, atau pengurangan tunjangan untuk
pelanggaran seperti ketidak transparanan keuangan.
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